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ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, seperti
yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1
ayat (3). Dalam penjelasan dari UUD 1945 tersebut dengan tegas
disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan
negara kekuasaan (machstaat). Jadi jelas bahwa cita-cita Negara
hukum (rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 bukanlah
sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum, tetapi dalam
implikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum. Pagaralam
adalah kota yang mempunyai kasus-kasus dimana masyarakat yang
berperkara merasa bahwa putusan pengadilan yang didapatkan belum
memenuhi adanya keadilan sesuai sebagaimana mestinyan

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran
Kejaksaan dalam proses pengajuan upaya hukum banding di
Pengadilan Negeri kota Pagaralam dan Bagaimana tinjauan Figh
Siyasah terhadap peran Kejaksaan dalam proses pengajuan upaya
hukum banding di Pengadilan Negeri kota Pagaralam. Serta penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Figh Siyasah
terhadap peran kejaksaan dalam proses pengajuan upaya hukum
banding banding.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangans(field
research), yaitu langsung datang ke lokasi di Kejaksaan Negeri Kelas
Il B Kota Pagaralam. = Setelah 1 data terkumpul selanjutnya
pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan
dokumentasi-kemudian di olah dengan tahap editing-dan sistemating.

Hasil darispenelitian ini menunjukan.bahwa peran Kejaksaan
Dalam proses pengajuan upaya hukumebanding di Pengadilan Negeri
Kota Pagaralam, belum sesuai dengan kitab UU Pasal 67 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KHUAP), karena pada data identitas
terdakwa dalam banding di Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam tahun
2021 menunjukan jumlah banding yang di kabulkan 2 kasus dari 8
kasus yang diajukan. Hal ini juga menunjukan bahwa belum adanya
kesesuaian dalam Tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam
memperjuangkan  perlindungan yang diperlukan masyarakat.
TinjauanFigh Siyasah Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Pemberian
Upaya Hukum Kepada Masyarakat Pada Putusan Banding Di
Pengadilan Negeri Kota Pagaralam harus sesuai dengan prinsip Figh
Siyasah yaituAl-‘Ad berasal dari kata ‘adala yang berarti lurus
dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan
sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukanukuran
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ganda. Orang vyang adil adalah orang yang berjalan lurus dan
sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukanukuran
ganda. Persamaan inilah yang menunjukan orang yang adil tidak
berpihak kepada salah seorang yang berselisih.
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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal
itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal
itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.”

(Q.S Al-Bagarah [2] : 216)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahan

pemahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga
perlu untuk menjelaskan uraian istiah-istilah yang terdapat dalam
judul ini: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN
KEJAKSAAN DALAM PROSES PENGAJUAN UPAYA
HUKUM BANDING Untuk memperoleh pengertian yang lebih
jelas tentang judul tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Tinjauan menurut Kamus Besar Indonesia berasal dari kata
tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa
(untuk memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah
hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,
mempelajari, dan sebagainya).*

Figh - Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang
pengaturanurusan-urusan Negara Islam dalam @ sistem dan
Undang-Undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam.?

Kejaksaan adalah/lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang- undang.®

Upaya hukum-adalah. upaya yangsdilakukan-dan diberikan oleh
undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal
tertentu melawan putusan hakim. *

Banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana
atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang
lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan

'E Aminudin Aziz, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keempat (Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2008). 1529

*Masykuri Abdillah, ‘Epistimologi Fikih Siyasah’, Jurnal Ahkam, 12.1

(2012). 127

®Marwan Effendy, Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif

Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). 16

“Retnoulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata

Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2005).142
1



pengadilan negeri karenaputusan tersebut jauh dari keadilan
atau karena adanya kesalahan kesalahan dalam pengambilan
keputusan.®

Berdasarkan beberapa penegasan diatas, dapat ditegaskan
bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitan ini yaitu
merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan
bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Peran Kejaksaan
Dalam Proses Pengajuan Upaya Hukum Banding.

B. Latar Belakang

Pembagian Figh Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga
bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (Siyasah
Dustdriyah). Kedua, politik luar negeri (siyasah dauliyyahsiyasah
kharijiyyah). Ketiga, politik keuangan dan moneter (siyasah
maliyyah).Siyadsah Dustlriyah adalah bagian Figh Siyasahyang
membahas perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas
antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara
dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara),
legislasi (bagaimana cara, perumusan. undang-undang), lembaga
demokrasi dan syura yang: merupakan pilar penting dalam
perundang-undangan tersebut. Siyasah Dustlriyah konsep negara
hukum “adalah_sebuah konsep yang bersifat umum.-dan dapat
dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana,
negara hukum-berarti"negara yang yang menegakkan supremasi
hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya bukan supremasi
kekuasaan.

Pelaksanaan negara hukum berbeda antara satu dengan yang
lain, sesuai dengan kondisi sosial, geografis budaya, politik dan
kesepakatan diantara rakyat dengan pemimpin mereka. Menurut
Tahir Azhari, ada beberapa negara didunia ini. Pertama, negara
hukum menurut Al-Qur’an dan Sunnah. Kedua, negara hukum
menurut konsep negara Eropa Kontinental seperti yang di terapkan
oleh Belanda, Jerman, dan Perancis yang disebut rechtsstaat.

®Rendi Renaldi Mumbunan, ‘Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap
Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana’, Lex Crimen, 7.10 (2018). 253
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Ketiga,konsep negara hukum (rule of law) yang diterapkan negara-
negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris.
Keempat, konsep socialist legality yang diterapkan negaranegara
sosialis komunis, seperti Uni Soviet sebelum bubar pada 1991,
kelimakonsep hukum pancasila. Nomokrasi Islam adalah suatu
negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai
berikut:

1. Prinsip musyawarah
2. Prinsip keadilan

3. Prinsip persamaan
4

. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi
manusia

Prinsip peradilan bebas

o o

. Prinsip perdamaian
7. Prinsip kesejahteraan dan Prinsip ketaatan rakyat.

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan
konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang
didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya
dengan istilah “nomoi”. Kant memahami negara hukum sebagai
negara jaga malam“yang tugasnya“ menjamin ketertiban dan
keamanan masyarakat. Konsep Stahl tentang negara hukum
ditandai oleh empat unsur pokok:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada teori trias politika
3. Pemerintahan diselenggaran berdasarkan undang-undang

4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani
kasusperbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.Socialist
Legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-
negarakomunis/sosialist yang tampaknya hendak mengimbangi
konsep rule of law yangdi pelopori oleh negara-negara anglo
saxon. Socialist legality berbeda dengankonsep barat karena
dalam socialist legality hukum ditempatkan di bawahsosialisme.
Hukum adalah alat untuk mencapai sosialisme.



Keadilan adalah tujuan yang sangat mendasari terbentuknya
hukum. Dan hukum itu hidup di masyarakat, yang tinggal dan
menjalankan kehidupan di dalam negara Indonesia. Negara
Republik Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3). Dalam
penjelasan dari UUD 1945 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa
Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara
kekuasaan (machstaat).Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum
(rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar
Negara yang berlandaskan hukum, tetapi dalam implikasinya tidak
mencerminkan sebagai negara hukum, banyak tindakan penegak
hukum bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap
penyelidikan,penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang
pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.’Hukum dan
masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lain. Berlakunya hukum itu berlangsung dalam satu tatanan
sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi
yang menyatakan ubisocietas ibi/us telah menggambarkan betapa
eratnya hubungan antara hukum dan.’

Setiap orang yang diduga melanggar ketentuan hukum pidana,
idealnya akan diproses sesuai dengan proses peradilan pidana yang
akan melibatkan para penegak hukum. Para penegak hukum yang
dimaksud diantaranya adalah penyidik penyelidik=dan penuntut
umum maupun _.hakim. dalam melaksanakanstugasnya, seorang
penegak hukum diberikan'kewenangan untuk melakukan tindakan-
tindakan yang pada dasarnya merupakan pengurangan terhadap
hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai seorang
manusia.’Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan
adalah untukmemperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum
tetap. Akan tetapi, setiapputusan yang dijatuhkan oleh Hakim
belum tentu dapat menjamin kebenaransecara yuridis, karena

®Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2009).. 179

"Kusumaatmadja Mochtar, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan
(Bandung: Alumni, 2002). 326

®Ratna Nurul Alfiah, Peradilan Dan Ruang Lingkupnya (Jakarta: CV.
Akademika Pressindo, 1986).111
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putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan.Sebagai
manusia  biasa, mungkin hakim  khilaf atau kurang
sempurnamempertimbangkan semua hal-hal berkenaan dengan
fakta-fakta yang terungkapdi persidangan atau tidaktepat atau
kelirumenafsirkan unsur-unsur tindak pidana.

Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi
tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu
dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang paling tepat untuk
dapat mewujudkan kebenaran dankeadilan itu adalah dengan
melaksanakan upaya hukum.Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), upaya hukum
adalah hakterdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima
putusan pengadilan yangberupa perlawanan atau banding atau
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukanpermohonan
peninjauan kembali serta menurut cara yang diatur dalamundang-
undang ini.?

Dari pengertian di atas terlihat bahwa ~upaya hukum
merupakan hak terdakwa atau terpidana yang dapat dipergunakan
apabila si terdakwa atau. simterpidana merasa tidak .puas atas
putusan yang diberikantoleh: pengadilan. Sehingga, terhadap hak
tersebut, bisa saja dipergunakan dan bisa juga tidak dipergunakan
oleh si terdakwa atau-si terpidana. Khususnya dikota pagaralam
dengan adanya kasus-kasus atau masyarakat yang berperkara dan
merasa bahwa putusan yang didapatkan dari pengadilan negeri
tisak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana mestinya.
Dengan demikian KUHAP juga membedakan upaya hukum
menjadi perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, yang
pada hakikatnya adalah untuk tidak menerima putusan / penetapan
pengadilan.’® Berdasarkan paparan diatas terlihat adanya
permasalahan mengenai diterimanya pengajuan banding terhadap

®Peuncbah, ‘Upaya Hukum’Peunebah.Blogspot, 2011
<http://peunebah.blogspot.com/2011/12/upaya-hukum.html>.diakses pada 15 Februari
2022 pukul, 20.33 WIB

19 eden Marpaung, Proses Penanganan Perara Pidana Buku 2 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011). 158



putusan peradilan, terkait penjelasan tersebut penulis merasa
tertarik untuk membahas permasalahan tentang “Tinjauan Figh
Siyasah Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Proses Pengajuan
Upaya Hukum Banding”(Studi Di Kejaksaan Negeri Kelas II B
Kota Pagaralam).

C. ldentifikasi Dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah

a.

Upaya hukum merupakan hak yang dimiliki terdakwa atau
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan
yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak
terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan
kembali.

Penerima Upaya Hukum adalah terdakwa atau terpidana
merasa tidak puas dengan putusan yang ditetapkan dan
diberikan oleh pengadilan

Kejaksaan berperan dalam memberikan upaya hukum
kepada masyarakat dalam putusan banding serta memiliki
pengaruh yang besar terhadap.eksistensi berlakunya hukum
dalam sebua sistem pemrintahan..

2. Batasan Masalah

Agar penelitian -ini lebih terarah dan menghindari

pembahasan~““menjaditerlaluluas,# makapenulis  perlu
membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a.

Luas Lingkup pembahasannya Meliputi Pasal 67 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana terkait putusan banding.

Kajian ini lebih dikhususkan pada peran Kejaksaan Negeri
Kelas 1B Kota Pagaralam.
Bentuk bentuk upaya hukum yang di berikan oleh

Kejaksaan Negeri Kelas IIB Kota Pagaralam kepada
masyarakat terkhusus pada putusan Banding.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Proses Pengajuan Upaya
Hukum Banding Di Pengadilan Negeri Kota Pagaralam?

2. Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Peran Kejaksaan
Dalam Proses Pengajuan Upaya Hukum Banding Di
Pengadilan Negeri Kota Pagaralam?

E. TujuanPenelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui Bagaimana Peran Kejaksaan Dalam Proses
Pengajuan Upaya Hukum Banding Di Pengadilan Negeri Kota
Pagaralam.

2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Terhadap
Peran Kejaksaan Proses Pengajuan Upaya Hukum Banding
Banding Di Pengadilan Pagaralam.

F."Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua manfaat yang
yang akan diurakan dalam penjelasan berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini bermanfaat untuk menambah
khasanah keilmuan dan merupakan upaya reformasi hukum
dalam aspek pemerataan keadilan dan diharapkan dapat
memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem hukum terkait
pemberian upayabantuan hukum untuk mewujudkan due
process of law.

2. Secara praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni
masyarakat dapat mengetahui haknya untuk mendapat upaya
hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme



pemberian upaya hukum juga dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur
atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk
memperoleh upaya hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah peneliti melakuan beberapa telaah terhadap beberapa
penelitian, ada beberapa penelitian yang meliliki keterkaitan
dengan penelitian yan peneliti lakukan.

1. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang di lakukan
olehAndi Erlangga Hamzah“Analisis Yuridis Upaya Hukum
Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Bagi
Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan
Nomor:931k/Pid.Sus/2015)” Pada Skripsi Departemen Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
2020, hasil penelitain ini menunjukan: Putusan hakim pada
dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, vyaitu
menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam
setiap peristiwa yang.menyangkut kehidupan dalam ssuatu
negara hukum. putusan hakim adalah hasil musyawarah yang
bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu«yang
terbukti-dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.Pasal 1 butir
11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum.

Setelah adanya putusan hakim para pihak yang berperkara
dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung,
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-
undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal
tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori 6 dan praktek Kita
mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum
biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara
keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa
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menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan
dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum
luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Pada kasus narkotika
dengan Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2014/PN.RKB hakim
menyatakan bahwa terdakwa bebas dari dakwaan. Kasus ini
kemudian diajukan ke Mahkamah Agung sebagai permohonan
kasasi. Namun, dalam Putusan Kasasi Nomor : 931
K/Pid.Sus/2015 hakim kembali menjatuhkan putusan bebas
terhadap seorang terdakwa atau menolak permohonan kasasi.™

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat adanya
persamaan dan perbedaan dalam yang terdapat dalam penelitian,
persamaan penelitian ini dengan penelitian penulisyaitu sama-
sama meneliti tentang upaya bantuan hukum bagi masyarakat
terkait putusan banding dan perbedaannya penelitian ini lebih
fokus kepada peran jaksa yang seharusnya adalah penuntut
umum, namun ketika ada perkara banding, maka jaksa dapat
mengajukan pembelaan melalui upaya hukum yang ditunjuk oleh
pengadilan sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada
peran Kejaksaan Negri kota Pagaralam kelas Il B dalam
memberikan adanya upaya hukum:

2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang di lakukan oleh
Ario Feby. Ferdika, Fathul Mu’in, ~Abidin _lLatua, dan
Hendriyadi ‘“Kedudukan Kejaksaan-di Indonesia: Perspektif
Figih Siyasah” pada AS-SIYASI: Journal of.Constitutional Law
Fakultas Syariah, "UIN "Raden “Intan Lampung. Keberadaan
lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam UndangUndang ini dinyatakan bahwa kewenangan
untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan
dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan
pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang
hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili

“Andi Erlangga Hamzah, ‘Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Terhadap
Putusan Bebas (Vrijspraak) Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi
Kasus Putusan Nomor:931k/Pid.Sus/2015)’ (Universitas Hasaanuddin Makasar,
2020).
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negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam
perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di
luar pengadilan. Namun secara umum KUHAP tidak
memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan
penyidikan, sehingga Indonesia dapat dikatakan satu-satunya
negara yang jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang
untuk melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1
butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah
pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan
hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan
kewenangan yang dimilikinya. Dalam sistem ketatanegaraan
kejaksaan belum terakomodasi sebagai salah satu lembaga
penegak hukum, kejaksaan hanya disebut secara implisit dalam
konstitusional, dimana ketika melihat payung hukum yang
mengatur mengenai kejaksaan sudah sangat jelas bahwa
kejaksaan = memiliki kedudukan yang sangat . penting.
Penyelenggaraan fungsi dan peran kekuasaan kejaksaan sudah
ada dalam UU Nomors16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI,
dimana penjabaran UU Nomeor [16 Tahun 2004 ini mengarah
pada kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif pamun
apabila™dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun-2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, kejaksaan juga.berada pada ranah
yudikatif, yakni disebutkan bahwat“Selain Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi,
terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman yang meliputi penuntutan” serta di
jabarkan pada penjelasan UU bahwa kejaksaan termasuk badan-
badan lain yang dimaksud oleh UU tersebut. Oleh karena itu
sangat disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan RI
sebagai salah satu organ penting negara belum jelas
kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Sehingga hal ini membuat adanya dualisme terhadap kejaksaan
yang memiliki tugas begitu luas, di satu sisi dianggap sebagai
salah satu bagian pelaksanaan kekusaan kehakiman namun di
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sisi lain memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup
pelaksanaan UU.  Dalam wacana figh siyasah, Islam telah
mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan
objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah
khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim.
Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat adanya
persamaan dan perbedaan dalam penelitian, persamaannya yaitu
sama-sama meneliti tentang upaya bantuan hukum bagi
masyarakat terkait putusan banding dan perbedaannya
penelitian ini lebih fokus kepada peran jaksa yang seharusnya
adalah penuntut umum, namun ketika ada perkara banding,
maka jaksa dapat mengajukan pembelaan melalui upaya hukum
yang ditunjuk oleh pengadilan sedangkan penulis lebih terfokus
pada peran Kejaksaan Negri kota Pagaralam kelas 11 B.*2

3. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang di lakukan oleh
Teuku Aliyul Imam, sksripsi, 2018, UIN Ar-Raniry Darussalam
dengan judul “Asas Equality Before The Law Dalam Hukum
Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam’.** Skripsi ini
membahas tentang peran hukum yang ada di Indonesia menurut
hukum pidana Islam:r Penelitian.ini menggunakan pendekatan
kualitatif, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini‘adalah
teori kualitatif studi kasus dengan melihat berbagai kasus yang
pernah~terjadi sebagai acuan perbandingan—dalam penelitian.
Rumusan .masalah dalam penelitianini. adalah bagaimana
Hukum positif di" Tndonensia terkait asas equality before the law
ditinjau menurut hukum pidana Islam. Kesimpulan skripsi ini
adalah implementasi persamaan dihadapan hukum belum
berjalan sesuai dengan teori hukum pidana islam yang
mengharuskan persamaan kedudukan diterapkan dengan tidak
membedakan antara seseorang yang memiliki status sosial
tinggi dengan orang biasa karna didalam konsep hukum pidana

12 Fathul Muin Dkk, “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia Perspektif Figh
Siyasah”,  al-siyasi:  journal ~ of  constitutiional law, 21  (2022)
https://doi.org/10.55403/hukumah.v1il.52.

18 Teuku Aliyul Imam “Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif
Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” UIN Ar-Raniry Darussalam — Banda Aceh
2018.
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ataupun hukum Islam semua orang memiliki kedudukan yang
sama tanpa adanya pengecualian.

. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang di lakukan oleh

Habib Shulton Asnawi, M. Anwar Nawawi, Agus Setiawan, dan
Fathul Mu'in “Perlindungan Korban Human Trafficking
Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia” Pada Jurnal
Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU)
Metro Lampung, Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang
(STAI TUBA) Lampung,Universitas Negeri Islam (UIN) Raden
Intan Lampung. Pemerintah sebagai upaya perlindungan dan
penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-
anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia telah
cukup memadai, baik ditingkat internasional, nasional hingga
lokal. Pelaku perdagangan manusia khususnya perempuan dan
anak juga telah diatur secara jelas bentuk sanksinya hukumnya
atau telah dikriminalisasikan. Namun pada kenyataannya
perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak hingga
saat ini..masih terjadi, bahkan cenderung lebih meningkat,
persoalan perdangan orang dari masa kemasa tidak pernah ada
penyelesaiaanya dan terkesan persoalan terhadap perdangan
anak dan perempuan’ kian hari kian. marak dan menjadikan
seolah seperti fenomena gunung es. Masalah trafficking
perempuan-dan anak dengan alasan dan tujuan~apapun tetap
merupakan suatusbentuk pelanggaran_terhadap HAM. Banyak
hak asasi yang sering kali diabaikan, antara lain: hak untuk
hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diberlakukan secara
berbeda (non diskriminasi). Selain itu, bentukbentuk
pelanggaran HAM tersebut dapat terjadi pada saat proses
perekrutan, transpotasi saat sampai di negara tujuan, dan saat
proses perdagangan. Pelanggaran yang terjadi berupa: penipuan,
penyekapan, ancaman dan  penggunaan  kekerasan,
penyalahgunaan kekuasaan pemutusan akses dengan keluarga
dan/atau bantuan jenis apapun, hak atas informasi, penyiksaan,
kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacur, kondisi
kerja yang tidak layak, penghapusan akses ke kesehatan,
penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pelanggaran
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terhadap aspek budaya/agama, penolakan akses kebangsaan,
pendidikan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang
tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol
terhadap hidup, penyangkalan terhadap kebutuhan-kebutuhan
dasar manusia. penahanan dan dipenjara/penahanan illegal
dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam
penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan
pemeriksaan dan perawatan kesehatan.  Indonesia adalah
“negara hukum” konsep negara hukum adalah adanya
perlindungan terhadap HAM. Kurangnya keseriusan dari pihak
pemerintah dalam menangani kasus trafficking juga menjadi
dasar dan alasan banyaknya kasus perdangan perempuan dan
anak Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk optimalkan
kembali dalam mengemplementasikan kebijakankebijakan yang
telah ada. Indonesia sebagai anggota PBB bertanggung jawab
secara moral dan hukum untuk menjamin keberadaan harkat
dan martabat yang dimiliki oleh seorang manusia.**

5. Rofingi, skripsi, 2019, TAIN Purwokerto dengan judul “Asas
Equality Before the Law Dalam Persfektif Hukum Islam Dan
Konstitusi Indonesia’, (Studi .Tentang Implementasi Hukum
Pidana di Indonesia).”> Skripsi ini membahas tentang persamaan
kedudukan dihadapan hukum yang terjadi di Indonesia dengan
melihat-berbagai kasus yang terjadi sebagai~perbandingan dan
tolak ukursberjalanya konsep kesetaraansditengah masyarakat,
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teori
yang digunakan adalah teori kualitatif fenomenologi dan studi
kasus yaitu melihat dan menganalisis berbagai fenomena yang
tejadi ditengah kehidupan masyarakat guna menarik kesimpulan
dalam penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana implementasi asas equality before the law ditinjau
dari perspektif hukum Islam dan konstitusi indonesia.
Kesimpulan skripsi ini adalah implementasi asas Equality

4 Habib Shulton Asnaw Dkk, “Ungan Korban Human Trafficking Perspektif
Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia”, Morality : Jurnal Ilmu Hukum, 8.1(2022),
64 <Http://Dx.D0i.0rg./10.52947/ Morality.V8i1.248

1% Rofingi, “Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Konstitusi Indonesia ”, IAIN Purwokerto 2019.
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H.

Before the Law yang berjalan tidak sesuai dengan teorinya
karna masih melihat latar belakang dan status sosial dalam
memberikan keputusan baik di dalam hukum Islam maupun di
dalam konstitusi Indonesia terkhusus pada hukum pidana.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat
penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu
masalah.  Di samping itu, penelitian sangat berguna bagi
pemecahan suatu masalah dengan mengambil pelajaran dari
temuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan pada objek yang
alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat dan
dimanipulasi oleh penelitinya, dan kehadiran penelitinya tidak
mempengaruhi keadaan pada objek yang diteliti. Pada bagian ini
akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini
adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu
penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data
yang ada dilapangan. Objek penelitian di Kejaksaan Negeri
Kota Pagaralam.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.
Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif analisis adalah
mempelajari masalah-masalah atau peristiwa yang terjadi
dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam
masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan,
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

¥Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,

2013). hl. 143
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proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari
suatu fenomena.

2. Jenis Data dan Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan
(interview) terhadap informan yang memahami tema
persoalan penelitian ini, seperti Kepala Kejaksaan Negeri
Pagaralam, Kepala Kejaksaan Negeri Pagaralam Kepala Sub
Bagian Pembinaan, Jaksa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari
referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang
kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah
utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka peneliti tidak akanmendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat
memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara
yaitu:

a. Observasi

Obeservasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti
dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap
kegiatan yang menjadi objek penelitian. Pengamatan ini
dimaksudkan untuk menambahkah ketajaman peneliti
terhadap objek penelitian serta mencatat secara sistematis
terhadap apa yang diteliti, sehingga menghasilkan fakta
yang akurat. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi
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terhadap kejaksaan dalam memberikan upaya hukum
kepada masyarakat."’

. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang
paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun
ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam
pelaksanaan wawancara ini, peneliti menghubungi,
mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan
Kepala Kejaksaan Negeri Pagaralam, Kepala Kejaksaan
Negeri Pagaralam Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku
informan dengan tujuan menggali informasi.

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang
berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-
dokumen lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini
peneliti gunakan merupakan metode pelengkap yang
diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat
hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.*®

4.  Pengelolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang

primer maupun sekunder diperolen dan dikumpulkan
berdasarkan sumber diatas, makalangkah selanjutnya adalah
pengelolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing) vyaitu pengecekan atau

pengkoreksian data yang telah dikumpulkan secara
sistematis dan terstruktur, karena kemungkinan data yang
masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan
meragukan.

YSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta:

PT. Adi Mahasatya, 2006). 156

A, Chaedar Alwasilah, Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian

Kualitati (Bandung: Pustaka Jaya, 2012). 146
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b. Penandaan data (coding) yaitu pengklarifikasian jawaban-
jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori.
Biasanya klarifikasian di lakukan dengan cara memberi
kode atau tanda berbentuk angka pada masing masing
jawaban.

c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur
dan berurutan serta sistematis.

d. Sistematis data yaitu menempatkan data-data menurut
kerangka sistematika bahasaberdasarkan urutan sebuah
permasalahan yang terjadi dalam pembahasan.

Analisis Data

Analisis data adalah  sebuah  proses  untuk
mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan,
persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk di
pelajari, dan membuat model data yang dengan maksud untuk
menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat
memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap
sebuah permasalahan atau pertanyaan penelitian yang
dihasilkan dari observasi yang dilakukan dengan hipotesis dari
populasi dan sampel yang tela ditentukan dalam pembahasan
penelitian.

Tehnik analisis data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang pada
dasarnya memiliki beberapa tahap yaitu pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah
penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi untuk
mengahasilkan sebuah jawaban dari permasalahan yang
dibahas secara relevan.

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan
memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh.
Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.Analisis
data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis
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kannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan.
Dengan data kualitatif maka dapat mengikuti dan memahami
alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam
lingkup penelitian."

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari asumsi yang melebar dari pembahasan
dalam penulisan maka penulis akan membagi ke dalam lima bab
yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

BAB | : Berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul,
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian
dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami
oleh pembaca.

BAB Il : Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka
teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi .

BAB Ill : Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek tempat
penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur
kepengurusan serta peran dan upaya kejaksaan dalam
pemberian upaya hukum kepada masyarakat pada
putusan banding.

BAB IV : Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian
yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan
mengenai objek penelitian dan juga di analisis
berdasarkan Figh Siyasah.

BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran
atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara
ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada
hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan

19Djam’an Satori and Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Bandung: Alfabeta, 2013). 200



19

diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi
data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

WY







BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Figh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Figh Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam
yangmembicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan
manusia dalambernegara demi mencapai kemaslahatan
manusia itu sendiri terlepas darimasa pemerintahan setelah
wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupundi dalam Al
Qur’an tidak ada satu dalili pun yang secara
eksplisitmemerintah atau mewajibkan umat Islam untuk
mendirikan negara. Lebihdari itu bahkan istilah negara
(Daulah) pun tidak pernah disinggung dalamAl-Qur’an,
tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa
danbernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip
pokoknyaantara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.”

Objek kajian Figh Siyasah meliputi aspek pengaturan
hubungan antara;»warga negara dengan warga negara,
hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan
hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik
hubungan yang bersifat intern suatu negara-maupun hubungan
yang bersifatpekstern antar negaragsdalam berbagai bidang
kehidupan. Dari"pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian
siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.
Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al
Shiddieqy yang menyatakan objek kajian Siyasah adalah
pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka
dengan mengingat sesuai dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak
peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan
sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah
yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan
Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah

PMujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas
Islam (Bandung: Angkasa Bandung, 2003). 11
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adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut
oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan
pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan
manusia serta memenuhi kebutuhannya.?

. Ruang lingkup Figh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukn
ruanglingkup kajian Figh Siyasah. Diantaranya ada yang
menetapkanlima bidang. Namun ada pula yang menetapkan
kepada empatatau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada
sebagian ulama yangmembagi ruang lingkup kajian Figh
Siyasah menjadi delapanbidang. Menurut al mawardi, ruang
lingkup kajian Figh Siyasahdibagi kedalam lima bidang yang
mencakup berbagai aspek dalam sebuah kehidupan dan
sistem pemerintahan yaitu sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang
undangan (Siyasah Dustdriyah).

Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyyah Syar ‘iyvah).
Peradilan (Qadld iyah Syar iyyah).

Hukum perang (Siyé@sah Harbiyyah).

® oo o

Administrasi negara (Iddriyyah Syar’iyyah).?

Pembagian Figh Siyasah dapat disederhanakan menjadi
tiga bagian pokok'yaitu.:
a. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-
Dusturiyah).Bagian ini meliputi pengkajian tentang
penetapan hukum (zasyri’iyah) oleh lembaga legislatif,
peradilan (qadha’iyah) oleh lembaga yudikatif, dan
administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau
aksekutif.

ZTeungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).30

ZMuhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam

(Jakarta: Prenada Media, 2014).175
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b. Politik luar negeri (al-Siyasah al-Harbiah) mencakup
hubungan perdata antara warga muslim dengan warga
negara non-muslim (al-Siyasah alDuali al-‘4m) atau
dikenal dengan hubungan internasional.

c. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah).
Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini
adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan /
hak-hak publik, pajak dan perbankan serta pembahasan
yang terkait dengan materil.?®

3. Metode pembahasan figh siyasah

a. Al-ljma’ merupakan kesepakatan (konsensus) para fugaha
(ahli figh) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah
Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra
melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para
tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat
peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi
negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu.
Bahkan Umar_ra mengintruksikan untuk shalat-tarawih
jama’ah 20 raka’at di masjid, merupakan keberaniannya
yang tidak diprotes oleh'sahabat lain. Hal ini dapat disebut
ijma’ sukuti.

b. Al-Qiyas. Dalam figh siyasah, giyas digunakan untuk
mencari umum al-ma'na atau llat hukum. Dengan giyas,
masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa
dan tempat Dberbeda jika masalah-masalah yang
disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.

c. Al-Mashlahah al-Mursalah Al-mashlahah artinya mencari
kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu
yang tidak ada ketentuan nash Al-Qur'an dan As-Sunah
yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-
mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju

2Eko Maulana Ali, Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi
Pemerintahan (Jakarta: PT. Multicerdas Publishing, 2012).
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maslahah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak
dengan (hasil penelitian yang cermat dan akurat).

Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum
Islam. Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai
perubahan sosial menyebabkan otoritas Sunnah Nabi mengalami
evolusi yang dinamis. Pada awalnya, Sunnah yang otoritatif
sebagai sumber hukum hanyalah Sunnah Nabi. Pada era sahabat,
Sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan sahabat.
Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim
pengadilan juga diangap sebagai Sunnah karena diyakini masih
tetap bersumber dari Sunnah Nabi. Oleh karena itu muncul
berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi
fenomena ini, sejumlah ulama’/intelektual Muslim seperti: al-
Syafi’i, al-Qarafi, YOsuf al-Qaradh&wi, memberikan pendapat
tentang otoritas Sunnah dan membedakan mana Sunnah yang
masih ma’mil bih atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang
sudah ghair ma’mal bih atau tidak dapat diamalkan lagi.**

Siyasah Dustdriyah

Sivasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian
ini dibahas.antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang
dasar negara dan_sejarah lahirnya perundang-undangan dalam
suatu  negara), legislasi - (bagaimana cara perumusan
undangundang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan
pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan
dibuatnya peraturan  perundang-undangan adalah  untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi
kebutuhan manusia.”®

Permasalahan di dalam figh siydasah dusturiyyah adalah
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak
lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam

24Alamsyah, ‘Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam’,

Jurnal AL-’Adalah, 12.3 (1992), 479-92.

ZMuhammad Igbal, Figh Siyasah. 177
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masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah
dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan
dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya.”®

Abul A’la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan
“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang
menjadi landasan pengaturan suatu Negara.” Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan
constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar
dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia
tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di
atas.?’Bila dipahami penggunaan istilah figh dusturi, untuk nama
satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam
arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan
prinsip-prinsip  tentang pengaturan - kekuasaan di dalam
pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara
sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut,
dengan kata lain berbagali macam peraturan perundang-undangan
tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainya terkusus
untuk peraturan perundang-undangan. terkait-antara aspek yang
terkandung didalamnya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan
sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara,
baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan,
maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal
yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti
persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.
Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar
belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya,

%Atiep Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam
Rambu-Rambu Syari’ah (Kencana, 2003).47
2"Muhammad Igbal, Figh Siyasah.42
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politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam
konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam
negara tersebut.”®

Persoalan figh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik
ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, magqosid syariah, dan
semangat ajaran Islam di dalam mengaturberbagai aspek di
keidupan masyarakat.?®

Upaya Hukum Terhadap Masyarakat
1. Pengertian Upaya Hukum

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut
KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut
umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa
perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk
mengajukanpermohonan peninjauan kembali dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari
pengertian di atas terlihat bahwa upaya hukum merupakan hak
terdakwa atau terpidana yang dapat dipergunakan apabila
terdakwa atau terpidana merasa tidak puas atas putusan yang
diberikan-oleh pengadilan. Sehingga, terhadap-hak tersebut,
bisa saja dipergunakan dan bisa juga tidak.dipergunakan oleh
si terdakwa atau terpidana.®

Dengan demikian KUHAP juga membedakan upaya
hukum menjadi perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan
kembali, yang kesemuanya/masing-masing pada hakikatnya
adalah  untuk  tidak  menerima  putusan-penetapan
pengadilanSedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum,
upaya hukum dibagi atas™ :

ZMuchtar Affandi, Ilmu-llmu Kenegaraan (Bandung: Alumni, 1971). 157
®H.A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam

Rambu-Rambu Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2003).

®Marpaung, Proses Penanganan Pekara Pidana.158
#pagaralam, Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam. Diakses pada 15 Februari

2022 pukul 21.05 WIB
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a. Upaya Hukum biasa, yang terdiri dari PerlawananYaitu
upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Pada dasarnya
perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang
dikalahkan. Bagi Penggugat, terhadap putusan verstek ini
dapat mengajukan banding, Bandingmerupakan salah satu
upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau
kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan
pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa
tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses
Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya,
Kasasimerupakan salah satu upaya hukum biasa yang
dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang
berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para
Pihak dapat mengajukan Kasasi bila merasa kurang atau
bahkan tidak puas dengan isi keputusan Pengadilan Tinggi
Kepada Makhamah Agung.

b. Upaya Hukum Luar Biasa Yaitu perlawanan.yang diajukan
olen pihak ketiga terhadap putusan ‘yang dianggap
merugikan pihaknyag Perlawanan ini diajukan kepada
hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan
menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara
biasa, yang terdiri dari Kasasi demi kepentingan hukum
yang_gdiajukan oleh Jaksa .Agung dan Peninjauan
Kembaliadalah upayahukum luar biasa, diajukan terhadap
semua putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan
Putusan Pengadilan selain Putusan Mahkamah Agung.

2. Pembagian Upaya Hukum
a. Upaya Hukum Biasa
Upaya hukum biasa adalah upaya yang diajukan
untuk melawan putusan hakim dengan tenggang waktu
yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat
menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan
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untuk sementara waktu. Upaya hukum biasa dibagi

menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1) Perlawanan (verzet) yaitu upaya perlawanan merupakan
salah satu upaya hukum biasa yang dapat di ajukan oleh
salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk melawan
suatu putusan verstek. Menurut Pasal 125 H.LR,
putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan
tanpa kehadian dari tergugat atau orang yang
mewakilinya tanpa alasan yang sah dan dapat
dibenarkan.Pihak tergugat yang tidak hadir dalam
putusan verstek dapat mengajukan upaya hukum
perlawanan atau verzet kepada pengadilan. Dalam hal
ini pihak terlawan yang dahulu sebagai penggugat,
dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan dapat
mengajukan upaya hukum Banding. Upaya hukum
verzet diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah
putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat.

2) Banding
Menurut P. Van Bemmelen, upaya hukum Banding
adalah suatu pengujian terhadap ketepatan dari putusan
tingkat pertama untuk ‘disangkal kebenaranya.*?Andi
Hamzah- mengatakan bahwa upaya hukumsBanding
adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk
menolak™ putusan pengadilan® dengan- tujuan untuk
meminta ulang dengan “pengadilan yang lebih
tinggi.**Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, terdakwa atau
penuntut umum berhak untuk meminta banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali
terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan
hukum yang menyangkut masalah ketepatan penerapan
hukum dalam putusan pengadilan. Pada saat ini
terhadap putusan bebas pun dapat diajukan banding.

%2Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2007). 248

#Mumbunan, Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim
dalam Perkara Pidana. 41
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Terhadap putusan bebas tersebut dapat dimintakan
upaya banding oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
alasan bahwa putusan bebas atau vrijspraak tersebut
bukanlah merupakan bebas murni. Permohonan banding
terhadap putusan bebas akan diterima oleh Pengadilan
Tinggi jika Jaksa Penuntut Umumdapat membuktikan
bahwa terdapat ketidaktepatan dalam putusan yang
dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama.*

3) Kasasi

Perkataan Kasasi berhasal dari bahasa Prancis
“cassation” yang artinya adalah memecah atau
membatalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat
(1) UUD 1945 kasasi merupakan alat hukum yang
merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Kasasi
bertujuan memeriksa kembali dari putusan putusan
terdahulu. Putusan terdahulu yang dimaksud adalah
putusan yang telah menempuh jalur banding maupun
putusan tingkat akhir dari semua lingkup peradilan.
Tujuan dan fungsi dari peradilan kasasi adalah untuk
mengoreksi kesalahan.dari peradilan dibawahnya yaitu
Pengadilan Negeri 'dan' Pengadilan Tinggi / terkait
kesalahan prosedur (procedural error),.kesalahan
mengenai fakta (factual-—error), serta kesalahan
penerapanshukum (error intheapplication of law).

a. Upaya hukum biasa
b. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya
hukum yang digunakan untuk putusan-putusan yang
sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak
dapat diubah lagi. Karena sifatnya yang luar biasa
menjadikan upaya hukum peninjauan kembali
memiliki tata cara dan regulasi yang sangat ketat dan
hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan

*Andi Hamzah and Indra Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana
(Jakarta: Bina Aksara, 1987).
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undang-undang. Upaya hukum luar biasa pada

dasarnya tidak menunda eksekusi yang dimana

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu®:

1) Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Request
Civil)

Upaya hukum Peninjauan Kembali adalah
suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak
yang kalah dalam suatu perkara untuk membuka
kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum
tetap.*Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung menyatakan bahwa upaya peninjauan
kembali merupakan wewenang penuh dari
Mahkamah Agung. Putusan yang dijatuhkan
dalam tingkat kasasi dan putusan yang dijatuhkan
diluar hadirnya tergugat (verstek) serta yang tidak
lagi ada kemungkinan = untuk mengajukan
perlawanan, dapat dilakukan permohonan untuk
ditinjau kembali yang kemudian atas permohonan
orang yang,pernahsmenjadi salah satu pihak di
dalam perkara yang telah diputus untuk diperiksa
oleh Mahkamah Agung (Pasal 385 RV).

Request civil yang diatur dalam Pasal 385-
401 RV, tidak lain_adalah peninjauan kembali
suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Upaya hukum Peninjauan
Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Sifatnya tidak menangguhkan
atau menghentikan eksekusi atau pelaksanaan
putusan. Permohonan yang dilakukan guna
Peninjauan Kembali teradap putusan dapat

*Bambang Sugeng and Sujayadi, Hukum Acara Perdata Dan Dokumen
Litigasi Perkara Perdata (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). 98
%yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).47
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dicabut selama belum diputus, tetapi apabila
sudah dicabut maka tidak dapat diajukan
kembali.

2) Perlawanan Pihak Ketiga (derdenverzet)

Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata,
pada dasarnya Pada asasnya suatu putusan hanya
mengikat para pihak yang berperkara dan tidak
mengikat pihak ketiga, akan tetapi berdasarkan
Pasal 378 Rv, apabila pihak ketiga merasa hak-
haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia
dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan
tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada hakim
yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu
dengan menggugat para pihak yang bersangkutan
dengan cara biasa. Jika perlawanan tersebut
dikabulkan, maka putusan yang bertentangan itu
diperbaiki jika putusan tersebut benar-benar
merugikan pihak ketiga tersebut.*’

D. . Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan sebagal salah satu lembaga aparat: penegak
hukum=(berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut
untuk  berperan. guna  menegakkan...supremasi  hukum,
perlindungan kepentingan umumj penegakan hak asas manusia,
serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain
dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam hal
di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana
diatur dalam UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia yang mengatur secara tegas tentang tugas
pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang
menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan, Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang

¥’Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta:
Liberty, 2010). hl. 36
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oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum
serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, namun Jaksa sebagai salah satu unsur
aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak
hanya mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara
Pidana, selain itu juga dibebani tugas tugas lain dalam perkara
perdata dan Tata Usaha Negara.

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksan dalam bidang
perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan
Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang
Petunjuk Pelakasanaan Pengakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan
Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :

a. Penegakan Hukum, Penegakan hukum (mengajukan gugatan
atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi
kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan
masyarakat, antara lain':

1. Pengajuan pembatalan‘perkawinan (UU No.1 thn 1974)

2. Permohonan perwalian anak dibawah umur.«(pasal 360
BW)

3. Permohonan pembubaran PT (JU No.40 thn 2007)
4. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004)

5. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20
thn 2001)

6. Permohonan  untuk  pemeriksaan ~ Yayasan  atau
membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU
No.28 thn 2004)

7. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran
martabat notaris (pasal 50 UU No0.30 thn 2004).

b. Bantuan Hukum : Bantuan hukum mewakili negara, instansi
perintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan
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Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun
tergugat)

c. Pertimbangan Hukum : Pertimbangan hukum(memberikan
pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal
asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instasi
pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat
Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari)

d. Pelayanan Hukum : Pelayanan hukum(memberikan penjelasan
tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat
yang meminta)

e. Tindakan Hukum Lain : Tindak hukum lainnya (didasari oleh
permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait
dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua
lembaga/instasi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui
fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah
satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator
dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaikan sengketa
keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga
pemerintah/BUMN/D.

Salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara bertugas yakni mewakili pemerintah
dalam-beracara perdata yang biasanya dikenal. dengan sebutan
Jaksa Pengacara 'Negara. Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam
tubuh Kejaksaan“dibentuk padatahun-1991, yaitu pada masa
kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya
Jaksa Pengacara Negara ialah untuk meniru dari Konsep
Australia yang memiliki Solicitor-General sebagai Jaksa
Pengacara Negara. Namun terdapat beberapa perbedaan yang
disebabkan oleh kondisi sosial dan kultural yang kemudian
perbedaannya ialah bahwa pengadoposian tersebut dilakukan
dengan cara memasukan Jaksa Pengacara Negara berada didalam
Kejaksaan agung, yang mana dinegara asalnya Jaksa Pengacara
Negara merupakan sebuah kantor sendiri yang berisi profesional
hukum. Fungsi keperdataan sebenarnya telah dimiliki Kejaksaan
sebelum lahirnya Undang-undang nomor 5 tahun 1991, yaitu
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berdasarkan Konninklijk Besluit yang dimuat dalam S.1912/522
tentang Vertegenwoordiging Van Den Landen in Rechten(wakil
Negara dalam Hukum).*

Dalam kajian figh siyasah al-Qur’an yang merupakan
sumber hukum Islam telah menyinggung sesuatu yang berkaitan
dengan upaya bantuan hukumdapun Firman Allah yang berkaitan
dengan pembahasan dalam penelitian ini dan kemudian menjadi
dasar hukum dalam upaya hukum banding adalah sebagai
berikut:

QS. AI Madinah [5] ayat 8

N5 mu dics & TS iis 2
T T “
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"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan.«(kebenaran) karena /Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku'tidak
adil.“Berlaku adillah, karena adil itu lebih-dekat kepada
takwa. Dan_bertakwalah kepada Allah,.sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui“apayang kamu kerjakan."(Q.S Al-Maidah
[5]: 8)

Jadi pemimpin atau dalam Islam dikenal dengan
sebutan kalifah tentu tidak mudah karna banyak ujiannya dan
memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tidak mudah
bagi seseorang untuk bisa memimpin tanpa dibekali moral,
akhlak, dan kemampuan yang mumpuni. Pemimpin harus bisa
bersikap adil, jujur, dan tidak semena-mena. Pemimpin tidak
boleh mencelakai rakyat dan bangsanya.

®Bintoro, Perlunya Penegasan Lembaga Kejaksaan Kantor Pengacara
Negara (Yogyakarta: Medikomadyaksa, 1997).12
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(Q.S Asysyura [42])

“Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat
zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi
tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”(Q.S. As-
Syura [42] :42).

Hadist Riwayat Muslim mengatakan bahwa ‘’Barang
siapa yang menipu kami, bukanlah dia dari golongan kami.”
Rasulullah SAW mengatakan, setiap orang adalah pemimpin
dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya
itu. Dalam hadis lain, disebutkan, “Barang siapa yang
diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim,
lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka,
(menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan
mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi
kebutuhannya, perhatian® kepadanya, dan kemiskinannya.”
(Diriwayatkan darivAbu Dawud dan Tirmidzi dari Abu
Maryam).Seorang pemimpin adalah abdi atau pelayan bagi
rakatnya, dalam sebuah ungkapan, dikatakan, ”Sayyid al-
Qawm khaadimuhu.” (Pemimpinssebuah kaum adalah pelayan
bagi kaumnya). Karena itu, mereka tidak bolen melakukan
kezaliman pada orang-orang yang dipimpinnya. Semua
kebijakan yang dibuatnya harus mengacu pada kepentingan
yang dipimpinnya.

Bila seorang pemimpin mengkhianati amanah yang
telah diberikan (rakyat) kepadanya itu merupakan dosa besar
dan azab yang pedih akan ditimpakan kepadanya.Dalam kitab
al-Kaba'ir ini, Adz-Dzahabi juga menyebutkan dosa besar
bagi seorang hakim yang zalim. Yakni, memutuskan suatu
perkara tanpa memenuhi rasa keadilan sebagaimana
ditetapkan (Alquran). ”Allah tidak akan menerima shalat
seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan apa yang
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telah diturunkan Allah.” Kemaslahatan orang banyak
merupakan prioritas seorang pemimpin dan tidak boleh
mementingkan pribadinya sendiri.

Hakim itu terdiri atas tiga macam, satu orang di surga
dan dua lainnya di neraka. Seorang hakim yang tahu
kebenaran dan ia memutuskannya dengan kebenaran itu, ia
berada di surga. Sedangkan sebaliknya bahwa hakim lain yang
mengetahui kebenaran, namun ia menyimpang dengan sengaja
dan tidak menunjukan suatu kebenaran demi menutupi
kebohongan untuk memanfaatkan keadaan dalam mencari
keuntungan maka ia berada di neraka, dan seorang hakim
yang memutuskan perkara tanpa didasari dengan ilmu yaitu
mengambil sebuah keputusan tanpa pengetahuan dan dasar
yang selaras dengan ajaran Islam yang kemudian merigikan
orang lain karna putusan tersebut maka dengan tegas dalam
ajaran Islam ia akan berada di neraka.” (HR Abu Dawud,
Tirmidzi, dan lbnu Majah).

Begitu juga mereka yang senantiasa melakukan sogok
(suap-menyuap) dan korupsi. ”Allah melaknat orang yang
memberi suap dan menerimanya dalam memutuskan.(suatu
perkara).” (HR Tirmidzi, Ibnu/Hibban, dan Hakim). Seorang
hakim merupakan sosok yang telah dipercaya dan_diberikan
amanat serta tanggung jawab yang. besar dalam suatu
kelompok _suntukssmenengahi’ sebuah’™ permasalahan dan
menetapkan suatu “hukum  untuk menyelesaikan suatu
permasalahan tersebut secara benar sebagaimana mestinya,
apabila seorang hakim tidak bisa memeuhi tanggung
jawabnya sebagai hakim maka akan sangat merugikan
masyarakat, seorang hakim harus memiliki prinsip keadilan
dan kemanusiaan dalam pengambilan sebuah keputusan dan
memiliki hak subsidairitas dan independet dalam penepatan
putusan.
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